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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Later Belakang 

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten dan kota yang tiap tiap 

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintah daerah, yang diatur 

dengan Undang-Undang”1 yang artinya bahwa, negara Indonesia terdiri dari 

daerah daerah otonom yang terbagi diseluruh daerah di Indonesia atau yang 

biasa kita sebut sebagai Otonomi Daerah. karena heterogenitas yang 

dimiliki bangsa Indonesia, baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun 

keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka distribusi kewenangan 

dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah yang otonom. Secara 

teoritis, pemberlakuan otonomi daerah merupakan langkah untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah, sehingga kebutuhan 

masyarakat di daerah dapat terpenuhi. Dengan demikian otonomi daerah 

bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.2 

Dalam perspektif hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban 

(rechten en plichten). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak 

mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri (selfregelen) dan 

mengelola sendiri (selfbesturen). Sedangkan kewajiban memunyai dua 

                                                 
1 Pasal 18 UUD 1945 
2 Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4, No. 1, Januari 2019:33-51 
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pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti 

kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, 

sedangkan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk 

menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara 

secara keseluruhan. Otonomi daerah diberikan dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan efektifitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik.Titik berat otonomi daerah pada 

dasarnya terletak pada percepatan pembangunan dan pelayanan-pelayanan 

langsung terhadap masyarakat sehingga tercipta masyarakat adil dan 

makmur sesuai dengan alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945 

Untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik, ada beberapa 

faktor atau syarat yang harus mendapat perhatian. Beragam faktor yang 

mempengaruhi otonomi daerah adalah: Manusia pelaksananya harus baik, 

kapasitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan otonomi 

daerah. Aparatur pemerintah daerah yang memiliki potensi dan  keahlian 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa SDM yang memadai maka 

pelaksanaan otonomi daerah dapat terganggu.3 

Dalam konteks otonomi daerah sendiri, mengutip dari tulisan 

Fajlurrahman Jurdi dalam bukunya “Hukum Tata Negara Indonesia” bahwa 

pemerintah bertumpu pada 3 asas sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 

ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

                                                 
3 Sutaryo”pengaruh kompetensi aparatur terhadap pelaksanaan otonomi daerah”, Jurnal Ilmu 

Administrasi,2023 
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Daerah, yaitu Desentralisasi ,Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan 4.Asas 

inilah yang harus dijaga keutuhannya demi berlangsungnya semangat 

demokrasi yang sudah diamanatkan dalam UUD 1945. Makna 

desentralisasi adalah, pembentukan daerah otonom dan atau penyerahan 

wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Urusan-urusan 

pemerintahan menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.5 

Dalam hal ini, daerah memunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan 

kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi 

pembiayaannya. 

Namun realita yang terjadi saat ini , potret otonomi daerah masih 

jauh dari kata sempurna, perundang undangan yang mengatur otonomi 

daerah layaknya suatu mainan bongkar pasang sistem regulasi dan 

implementasi yang kurang nyata. Otonomi sendiri merupakan suatu konsep 

yang dinamis yang senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan 

perkembangan pemikiran yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

Pemberian otonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, 

dan peran serta masyarakat ini merupakan birokrasi reformasi yang apabila 

dapat terwujud dapat mengurangi praktik korupsi,kolusi dan nepotisme .6 

Dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan 

Daerah pada pasal 9 menyebutkan bahwa : 

                                                 
4 “Hukum Tata Negara Indonesia” Fajlurrahman Jurdi (Kencana,2019) 
5 BN. Marbun, DPR Daerah, Pertumbuhan, Masalah, dan Masa Depannya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1982), Hlm. 25. 
6 Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 ,No. 4 



4 

 

 

 

(1) Urusan pemerintahan daerah terdiri dari atas urusan pemerintahan 

konkuren dan urusan pemeritahan umum. 

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adlah urusan pemeritahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 

pemerintahan pusat.  

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerinthan 

pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. 

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahan ke daerah menjadi 

dasar pelaksanaan otonomi daerah.  

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden 

sebagai kepala pemerintahan. 

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat 

dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas,serta 

kepentingan strategis nasional. Otonomi daerah merujuk pada sistem 

pemerintahan dimana daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur 

dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri yang terpisah dari 

pemerintah pusat. 

Di Indonesia ,otonomi daerah diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah7. Sedangkan urusan 

                                                 
7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 angka (3) Termasuk 

dalam urusan pemerintahan pilihan yang berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, ke khas an daerah dan 

potensi unggul daerah yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

yang saat ini terus berkembang dan menujukkan angka perbaikan dalam  

meningkatkan  pendapatan atau devisa negara. Salah satu sektor tersebut 

adalah pariwisata yang saat ini telah berkembang yang menjadi industri 

terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pariwisata adalah 

berbagai macam  kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan 

layanan yang disediakan oleh masyarakat ,pengusaha ,pemerintah ,dan 

pemerintah daerah.8 Dengan adanya sektor pariwisata ini tentunya akan 

dapat memberikan sinergi yang kuat terhadap berbagai pihak yang 

mendukung kegiatan wisata seperti masyarakat yang berperan sebagai 

pengelola destinasi, pengusaha yang menjadi pelaku usaha di sektor 

pariwisata, serta pemerintah daerah yang memiliki peran dalam mengelola 

destinasi wisata daerah. Undang Undang tersebut  merupakan landasan 

hukum utama untuk pengembangan pariwisata di Indonesia. Dalam hal ini 

perindustrian pariwisata berlomba-lomba menciptakan produk pariwisata 

yang lebih bervariasi dengan keunikan tersendiri untuk menarik minat 

wisatawan berkunjung kesuatu daerah wisata.9 

                                                 
8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan  
9Putri Diana,I Ketut Suwena,Ni Made Sofia Wijaya, “Peran dan pengembangan industri kreatif 

dalam mendukung pariwisata di desa Peliatan, Ubud” Vol.17 Jurnal Analisis Pariwisata 2017, 

No.2 
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Adapun didalamnya terdapat urusan pemerintahan pilihan 

sebagaimana dimaksud dalam  pasal 11 ayat (1) meliputi : 

(a) Kelautan dan perikanan 

(b) Pariwisata  

(c) Pertanian  

(d) Kehutanan  

(e) Energi dan sumber daya mineral 

(f) Perdagangan  

(g) Perindustrian; dan  

(h) Transmigrasi  

 Tugas Dinas Pariwisata di antaranya adalah Destinasi pariwisata, 

Pemasaran pariwisata, Pengembangan ekonomi kreatif, Pengembangan 

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat, ini merupakan 

fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan perpindahan 

orang ke tempat lain untuk tujuan tertentu dalam aspek pribadi, bisnis, 

bahkan profesional. Sektor pariwisata merupakan sektor bisnis yang 

berbasis jasa yang potensial untuk pengembangan perekonomian daerah 

maupun nasional.10 

Di Indonesia keanekaragaman alam yang dimiliki, mulai dari pantai 

yang mempesona, pegunungan, hingga flora dan fauna yang khas, serta 

warisan alam yang berlimpah dan kekayaan budaya yang beragam 

                                                 
10 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27829/5.%20BAB%201_SKRIPSI_Muha

mmad%20Rizqon%20Baihaiqi-dikonversi_2.pdf?sequence=5&isAllowed=y diakses pada tanggal 

25 September 2024 jam 15.35 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27829/5.%20BAB%201_SKRIPSI_Muhammad%20Rizqon%20Baihaiqi-dikonversi_2.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27829/5.%20BAB%201_SKRIPSI_Muhammad%20Rizqon%20Baihaiqi-dikonversi_2.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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berpotensi untuk diolah dan dimanfaatkan.11 Negara Indonesia juga kaya 

akan seni budaya daerah, adat istiadat, peninggalan sejarah terdahulu dan 

yang tidak kalah menarik adalah keindahan panorama alamnya yang cukup 

potensial untuk dikembangkan dengan baik. 

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia 

yang juga memiliki banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang bagus dan 

tidak kalah manarik dengan provinsi yang lain. Kabupaten Karanganyar 

merupakan salah satu di Provinsi di Jawa Tengah yang memiliki potensi 

wisata cukup banyak dengan prospek ke depan yang menjanjikan. 

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan 

ekonomi suatu daerah, termasuk di Kabupaten Karanganyar. Dengan 

potensi alam yang melimpah dan budaya yang kaya, Karanganyar memiliki 

peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. 

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberi 

kewenangan untuk mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Otonomi daerah memberikan 

kesempatan bagi pemerintah daerah Karanganyar untuk merumuskan 

strategi pengembangan pariwisata yang lebih efektif, sesuai dengan 

karakteristik dan keunikan daerahnya. Pemerintah daerah memberikan hak 

otonomi daerah nya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang 

ada ditambah kepada masyarakat. Sektor pariwisata dapat mempengaruhi 

                                                 
11 Nadila Takia Putri, Popy Yenisa, Ulfa Lentina , Raizky Rienaldy Pramasha”Potensi  Sumber 

Daya Alam Dalam Mengembangkan  Sektor Pariwisata Di Provinsi Lampung”IJSH: Indonesian 

Journal of Social and Humanities Vol 02, No. 02, Juli 2024, Hal. 12-28 
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otonomi daerah secara signifikan. Pariwisata dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah atau PAD. Oleh karena itu daerah harus mampu 

untuk menggali potensi potensi yang ada di daerah. 

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, PAD merupakan sumber 

yang penting dalam pembiayaan rutin pemerintah daerah . pendapatan asli 

daerah merupakan indikator untuk menilai tingkat keberhasilan 

penyelenggaraan otonomi, seperti penyelenggaraan pembangunan daerah, 

sehingga diharapkan pendapatan daerah menjadi sumber utama anggaran 

daerah.  PAD ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah 

daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. 

Artinya, semakin besar PAD yang diperoleh  maka akan sebanding dengan 

laju pertumbuhan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan asli daerah 

atau PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang 

dipisahkan. pendapatan daerah yang sah berasal dari pemberian pemerintah 

yang terdiri dari sumbangan pemerintah. 

Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar terus berupaya melakukan 

strategi pengembangan destinasi pariwisata serta strategi analisis pemasaran 

dan promosi pariwisata dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan 

berkunjung ke lokasi daya tarik wisata yang tersedia.12 namun, seringkali 

undang undang yang di sah kan pemerintah justru menjadi penghambat 

                                                 
12 Metwaan, Berny Jofrans, and Selpiah Sappe. "Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku." Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan 

Daerah 13.2 (2021): 78-89. 
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jalannya suatu visi misi daerah, seperti ketika aspek lingkungan dan budaya 

yang tidak diperhatikan yang dapat berujung pada kesengsaraan 

masyarakat. 

Ditinjau dari dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat 

terhadap dibukanya beberapa destinasi wisata baru ini dapat memicu 

beberapa konflik antara nya yaitu dampak lingkungan ,kurangnya 

ketersediaan sumber daya, pengembangan infrastruktur yang dapat merusak 

lingkungan dan menyebabkan pencemaran lingkungan serta dapat membuat 

area menjadi padat dan mengganggu kenyamanaan penduduk lokal. Seperti 

yang baru baru ini terjadi adalah penolakan atau penghentian eksploitasi 

kebun teh Kemuning oleh PT RSK. Pembangunan yang terjadi saat ini 

diduga telah melanggar dan menyalahi aturan tertentu. Akibat pembukaan 

lahan tersebut, dampak yang sudah dirasakan oleh warga antara lain berupa 

banjir, erosi, dan keruhnya air yang digunakan warga dan debit sumber mata 

air yang berkurang. Jika eksploitasi lahan kebun teh Kemuning ini tidak 

segera dihentikan, maka bukan tidak mungkin akan menyebabkan dampak 

lingkungan yang lebih besar lagi.13 

Maka dengan pendekatan desentralisasi dapat menjadikan daerah 

untuk lebih fleksibel dalam mengatur kebijakan dan memanfaatkan sumber 

daya alam atau SDA yang ada dengan sebaik mungkin, mengembangkan 

model pariwisata yang berkelanjutan guna fokus terhadap pengembangan 

                                                 
13 https://www.tempo.co/lingkungan/tolak-pembangunan-di-kebun-teh-ratusan-warga-geruduk-

kantor-bupati-karanganyar-79906 diakses pada tanggal 15 januari 2025 jam 20.04 

https://www.tempo.co/lingkungan/tolak-pembangunan-di-kebun-teh-ratusan-warga-geruduk-kantor-bupati-karanganyar-79906
https://www.tempo.co/lingkungan/tolak-pembangunan-di-kebun-teh-ratusan-warga-geruduk-kantor-bupati-karanganyar-79906
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produk lokal masyarakat ,dan mengadakan program pengelolaan terhadap 

pariwisata serta monitoring untuk mengevaluasi dampak yang timbul dari 

pariwisata itu sendiri 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan 

beberapa rumusan masalah untuk membantu pemahaman dalam membahas 

masalah yang akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh sektor pariwisata di Karanganyar dalam 

meningkatkan sumber pendapatan asli daerah atau PAD? 

2. Bagaimana peran dan upaya dinas pariwisata Kab.Karanganyar dalam 

mewujudkan keberhasilan otonomi daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui bagaimana sektor pariwisata dapat berkontribusi 

terhadap sector Perekonomian serta pada peningkatan pendapatan asli 

daerah atau  PAD 

2. Mengidentifikasi peran dan upaya pemerintah daerah dalam 

mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. 
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3. Menganalisis dampak otonomi daerah terhadap pengembangan dan 

pembangunan sektor pariwisata termasuk kebijakan ,peraturan dan 

implementasi program  pemerintah 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun empiris yakni sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan baru tentang 

hubungan antar pariwisata dengan otonomi daerah 

b. Memberikan analisis tentang bagaimana otonomi daerah dapat 

mempengaruhi pariwisata yang dapat digunakan untuk merumuskan 

kebijakan selanjutnya 

c. Menjelaskan peran dan upaya pemerintah dalam menjalankan atau 

mengelola sumber daya alam dalam aspek pariwisata  

d. Menggali dampak pariwisata terhadap perkonomian lokal serta 

bagaimana otonomi daerah berkontribusi dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata 

2. Secara Empiris 

a. Meningkatkan strategi untuk pengembangan pariwisata yang sesuai 

dengan potensi daerah lokal karanganyar. 

b. Membantu mengevaluasi jalannya kebijakan yang sudah ada serta 

dampaknya terhadap masyarakat 
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c. Menemukan pola atau hubungan baru dari data empiris yang dapat 

mendorong inovasi dan pengembangan produk dan layanan 

d. Pengembangan teori untuk menguji dan menerapkan serta 

memperkuat teori yang ada 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian atau tulisan terdahulu yang memiliki 

kesamaan atau keterkaitan dengan judul mengenai pengaruh pariwisata di 

Karanganyar dilihat dari aspek otonomi daerah yang penulis teliti 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan oleh DR.SAPTA NIRWANDAR yang berjudul 

“pembangunan sektor pariwisata di era otonomi daerah”. Dalam 

penelitian tersebut membahas mengenai upaya pengembangan 

kepariwisataan di Indonesia serta dampaknya terhadap perkembangan 

kepariwisataan Indonesia di era otonomi daerah pada saat ini 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Riduansyah yang berjudul 

“Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli 

daerah atau PAD dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD 

guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi kasus 

pemerintahan kota Bogor)”14. Dalam penelitian ini membahas tentang 

bagaimana Pemda kota Bogor perlu melakukan beberapa langkah 

                                                 
14 Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung 

Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Makara Human 

Behavior Studies in Asia, 7(2), 49-57. 



13 

 

 

 

diantaranya adalah melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah 

dan retribusi sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Raden achmad nur rizki, Tri setiady dan 

I ketut astawa yang berjudul “Kedudukan otonomi daerah sebagai 

pondasi dalam pembangunan ekonomi”15. Dalam penelitian tersebut 

membahas tentang bagaimana pemerintah pusat dapat memastikan 

bahwa otonomi daerah dapat memberikan dampak positif terhadap 

pembangunan ekonomi di daerah. 

F. Kerangka Pemikiran 

 

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik 

                                                 
15 Raden achmad nur rizki, Tri Setiady, & I Ketut Astawa. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah 

sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi 

Negara, 1(3), 59–72. 
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Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten dan kota yang tiap tiap 

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur 

dengan Undang-Undang. 

Negara Indonesia terdiri dari daerah daerah otonom yang terbagi 

diseluruh daerah di Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai otonomi 

daerah. Otonomi daerah adalah hak untuk menjalankan sendiri hak dan 

kewajiban daerahnya, Termasuk urusan pariwisata yang telah disebutkan 

didalam Pasal 12 Angka 3 Undang Undang No 23 Tahun 2014 ,urusan 

pemerintahan pilihan meliputi delapan point yang salah satu diantara nya 

adalah urusan pariwisata. 

Otonomi daerah termasuk didalam nya mengelola dan memberi 

pengawasan terhadap aspek pariwisata ,termasuk bagaimana pariwisata 

dapat memberi pemasukan terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak 

dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang Undang. Dengan 

begitu penting untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan pemerintah 

daerah dalam  menyelenggarakan urusan pemerintahannya 

Objek pariwisata adalah salah satu pemasukan yang memiliki 

income paling besar dan potensi yang paling banyak yang dimiliki oleh 

suatu daerah. Tak khayal kemudian beberapa pemimpin daerah sangat 

memperhatikan dari sumber daya alam yang tersedia untuk mendukung 

hadirnya objek wisata di suatu daerah tersebut, termasuk juga di Kabupaten 

Karanganyar. Objek wisata sendiri memiliki banyak sekali jenis, namun 

yang paling sering digemari adalah objek wisata yang berkaitan tentang 

kehidupan alam yang dipadukan dengan modernisasi, seperti daerah-daerah 
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pegunungan yang memberikan eksotisme alam namun tersedia juga 

penginapan-penginapan atau tempat-tempat rekreasi yang menyediakan 

fasilitas sekelas hotel atau objek wisata yang ada di pusat-pusat kota, dan 

hal ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa pelancong baik di 

dalam maupun di luar kota atau hingga ke mancanegara. 

Oleh karena itu, beberapa pemimpin daerah berusaha untuk 

menjalankan “bisnis”  objek wisata ini dengan pengelolaan secara mandiri 

agar kemanfaatannya dapat dirasakan untuk lebih utama di daerah tersebut. 

Dan hal ini tidak melanggar daripada undang-undang yang berlaku, karena 

keterkaitannya mengenai anggaran yang diperoleh oleh masing-masing 

daerah dan masing-masing daerah berhak untuk mengelola  segala apa yang 

ada di suatu wilayah tersebut untuk dimanfaatkan dengan baik serta tidak 

melanggar ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang ada. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna 

menjawab pertanyaan penelitian.16 Maka pada penelitian ini penulis 

menggunakan metode penelitian yakni: 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis 

empiris, merujuk pada  Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

                                                 
16  Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 
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pemerintahan daerah17 dan beberapa peraturan pemerintah serta 

peraturan mentri yang mengatur mengenai pariwisata seperti Undang 

Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan18 dan peraturan 

mentri pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2024. 

Metode penelitian untuk memecahkan masalah dengan menguatkan 

data primer dilapangan, dapat dilakukan  melalui wawancara dengan 

pemerintah yang ditujukan ke Disparpora. Dengan ini dapat mengetahui 

perspektif atau sudut pandang yang lebih luas dalam mengkaji mengenai 

dampak pariwisata terhadap otonomi daerah dan bagaimana pariwisata 

mempengaruhi pendapatan asli daerah. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif untuk 

menggambarkan fenomena yang terjadi melalui pandangan individu19 

20, Dapat dilakukan dengan wawancara kepada pemerintah daerah. 

menggali lebih dalam tentang pandangan mereka mengenai pariwisata 

dan dampaknya terhadap otonomi daerah 

Observasi Lapangan, dilakukan dengan cara datang langsung ke 

kantor Disparpora dan menengok langsung data resmi pemerintah, 

Seperti laporan tahunan dari dinas pariwisata atau pemerintah daerah 

Karanganyar tentang pengembangan pariwisata 

 

                                                 
17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
18  Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan 
19 Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. 
20 Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. 
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3. Lokasi penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di 

Karanganyar khususnya pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar 

,yang beralamat di Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, 

Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah  .Pemilihan lokasi ini dengan 

segala pertimbangan bahwa sumber data dilokasi memungkinkan untuk 

dilakukan penelitian. 

4. Sumber dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Data yang di kumpulkan langsung dari sumbernya, adalah hasil 

wawancara dan survei 

b. Data Sekunder 

Literatur buku, jurnal, dan artikel tentang pariwisata dan otonomi 

daerah yang udah ada sebelumnya. Data resmi pemerintah, seperti 

laporan tahunan dari dinas pariwisata atau pemerintah daerah 

tentang pengembangan pariwisata 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan yang diakukan 

melalui survei dan wawancara di lokasi penelitian. Dilakukan oleh 

peneliti dengan beberapa sumber dan informan ,pihak yang terkait yaitu 

pegawai pada dinas pariwisata 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi, yang 

dimana teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh satu 

variabel dengan variabel lain. Tujuannya untuk memodelkan dan 

memprediksi nilai variabel dependen dan independent 

 

H. Sistematika Skripsi 

Hasil penelitian akan disusun menjadi empat bab untuk 

mempermudah dalam melakukan pembahasan ,analisis serta penjabaran isi 

dari penelitian . Adapun sistematika skripsi sebagai berikut: 

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah ,rumusan masalah 

,tujuan penelitian ,manfaat penelitian ,tinjauan pustaka ,kerangka pemikiran 

,metode penelitian dan sistematika skripsi 

BAB II dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum 

tentang pengaruh pariwisata di Karanganyar dilihat dari aspek otonomi 

daerah, yang meliputi a) Pengaruh pariwisata terhadap otonomi daerah , b) 

Peran pariwisata terhadap otonomi daerah dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah , c)  Hubungan antar urusan pariwisata dengan otonomi daerah 

BAB III dalam bab ini penulis akan menguraikan penerapan kebijakan 

pemerintah daerah terhadap aspek pariwisata dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah atau PAD 

BAB IV yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap implementasi 

terhadap peraturan perundang undangan mengenai kepariwisataan yang 

berjalan secara praktiknya di wilayah kabupaten Karanganyar khususnya 


